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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dapat kami 

susun dengan baik. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 disusun dalam rangka 

memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021, maka telah disusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 

2021. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Tahun 2021 memuat tujuan dan sasaran program yang 

dilaksanakan serta hasil pencapaian kinerja Tahun 2021 yang tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang telah 

dialokasikan pada DPA tahun 2021. 

Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dapat menjadi salah satu sarana evaluasi bagi penetapan 

kebijakan dan peningkatan kinerja yangh lebih baik di masa mendatang.  

 

Ambon,     Januari 2022 
 

Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 
 

 
 
Drs. MUSTAFA SANGADJI,MM 
Pembina Utama Madya 
NIP.  19630617 198803 1 018 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem 

yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan 

Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan 

setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban 

tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Pelaksanaan lebih lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kenerja Instansi Pemerintah. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyusunan LKIP 

mengacuh pada Rencana kinerja tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

serta Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2021. 

Dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan dan 

sekaligus peningkatan pelayanan publik dewasa ini, perlu memperhatikan 

faktor kependudukan sebagai subyek dan obyek (People Centered 

Development) dan penataan Sistem Administrasi Kependudukan secara 

nasional. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun 

dan mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dan menciptakan 
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sistem pengenal tunggal (Nomor Induk Kependudukan) bagi seluruh 

penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia. 

Selanjutnya terkait dengan administrasi kependudukan yang 

merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara 

ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu 

penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan 

secara lengkap, akurat dan cepat. Sekaligus dalam pelayanan administrasi 

kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang 

tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, 

kabupaten/kota), dan pada gilirannya akan didayagunakan untuk berbagai 

kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan 

pembangunan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku telah 

menetapkan sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya kepemilikan 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil”, dan meningkatnya 

kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga 

berencana”. 

Kebijakan Pemerintah tersebut sebagai refleksi atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di dalam pasal 6 telah 

mengisyratkan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Maluku berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan 

meliputi: Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan, Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi 

berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan 

oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan 

dalam negeri dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sehingga akan berdampak pada konsekuensi kewenangan 
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dalam rangka pembinaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota. 

Kebijakan pemerintah tersebut juga ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Pasal 2 ayat 10 yang 

menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bidang 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku untuk melakukan 

koordinasi dan pembinaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota maka permasalahan yang berkaitan dengan isu strategi 

yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelum dan memiliki dampak 

bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara 

bertahap. 

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta hasil evaluasi 

pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 Dinas Kependudukan dan  

Pencatatan Sipil Provinsi Maluku maka isu strategi antara lain: 

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib 

administrasi kependudukan 

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 

1). Masih tingginya rata – rata jumlah anak per keluarga; 

2). Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif. 

Untuk dapat mengetahui lebih lanjut kinerja setiap kegiatan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku yang telah dilaksanakan 

pada tahun 2021, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dengan capaian 

sasaran yang disampaikan berdasarkan nilai capaian kinerja masing-masing 

penanggung jawab kegiatan. Diharapkanpenyusunan Laporan Kinerja Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan SipilProvinsi Maluku ini mampu 

menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

 

B.   TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 

1. Tugas  

Berdasarkan Peraturan Daerah Maluku Nomor : 06 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku pada 

BAB II Bagian Kesepuluh, disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Maluku mempunyai tugas ‘’Membantu 

Gubernur Maluku Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di 

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang 

Ditugaskan Kepada Daerah Provinsi”. 

 

2. Fungsi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Merumuskan kebijakan di Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

b. Merumuskan pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 

d. Pembinaan teknis dan fasilitasi di Bidang Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil serta Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana; 
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3. Struktur Organisasi 
 

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Maluku berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Provinsi Maluku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Provinsi Maluku 
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Susunan organisasi Unit Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

SipilProvinsi Maluku adalah sebagai berikut : 

 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, terdiri dari: (1) Sub Bagian Perencanaan, (2) Sub Bagian 

Keuangan dan (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

c. Bidang Fasilitasi Pendataran Penduduk, terdiri dari: (1) Seksi 

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk, (2) Seksi Bina 

Aparatur Pendaftaran Penduduk; 

d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, terdiri dari : (1) Seksi Fasilitasi 

Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, (2) Seksi Bina Aparatur 

Pencatatan Sipil; 

e. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data,terdiri dari : (1) Seksi Pengolahan dan Penyajian 

Data Kependudukan, (2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; 

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,terdiri 

dari: (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, 

Informasi, Edukasi dan Pergerakan dan (2) Seksi Keluarga Berencana, 

Ketahanan dan Kesejahteraa Keluarga. 

g. Seksi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas 

 

4. Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas  

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, mendapat dukungan 

personil sebanyak 37 orang ditambah 11 orang tenaga honorer. Keadaan 

pegawai secara singkat dapat dikemukakan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sebagai berikut : 
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Komposisi Status Kepegawaian : 

Tabel 1.1 

Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian 
 

No. STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH PROSENTASE 

1 PNS 37 orang (77,08%) 

2 Honorer 11 orang (22,92%) 

 Jumlah 48 orang (100%) 

 
 

Komposisi Eselon PNS : 
 
 

Tabel 1.2 
Komposisi Eselon PNS 

 

No. ESELON PNS JUMLAH PROSENTASE 

1 Eselon II 1 orang  (2,71%) 

2 Eselon III 4 orang (10,81%) 

3 Eselon IV 9 orang (24,32 %) 

4 Staf 23 orang (62,16 %) 

 Jumlah 37 orang (100 %) 

 
 

 Komposisi Pendidikan PNS : 
 
 

Tabel 1.3 
Komposisi Pendidikan PNS 

 

No. ESELON PNS JUMLAH PROSENTASE 

1 S2 7 orang (18,92 %) 

2 S1 24 orang (64,86 %) 

3 Diploma -  orang - 

4 SMA 6 orang (16,22 %) 

 Jumlah 37 orang (100 %) 
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 Komposisi Data Pegawai Menurut Gender  
 

 
Tabel 1.4 

Komposisi Data Pegawai Menurut Gender 
 

No. PEGAWAI MENURUT 
GENDER 

JUMLAH PROSENTASE 

1 Laki-laki 23 orang (47,92 %) 

2 Perempuan 25 orang (52,08 %) 

 Jumlah 48 orang (100 %) 
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 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang  
 

Tabel 1.5 
Komposisi Jumlah  Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

NO URAIAN GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV TOTAL 

A B C D ∑ A B C D ∑ A B C D ∑ A B C D ∑  

1 Kepala Dinas                   1 1 1 

2 Sekretariat     0  1 1  2 1 3 2  6    1 1 9 

3 Bidang Fasilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendaftaran Penduduk 

    0    1 1   1 1 2 2 1   3 6 

4 Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil     0    1 1   4 1 5  1    6 

5 Bidang Pengolahan Informasi 
Administrasi Kependudukan dan 
Pemanfaatan Data 

    0       1 1 1 3 2 1   3 6 

6 Bidang Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana 

    0        1 1 2 2    2 4 

  Jumlah 0 0 0 0 0  1 1 2 4 1 2 9 4 18 6 3  2 10 32 
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Tabel 1.6 
 

Keadaan Surat Menyurat Tahun 2021 
 

No. URAIAN BULAN 
 

1. Surat Masuk Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Agustus Sep Oktober Nov Des 

  26 29 41 31 31 30 26 22 40 33 39 33 

              

2. Surat Keluar Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Agustus Sep Oktober Nov Des 

 - Rutin 22 19 48 22 31 35 13 27 43 41 35 70 

 - SPT - 6 2 66 4 11 17 - 10 5 37 45 

 - SPPD - 6 2 63 4 11 17 - 9 5 5 48 
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C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud  

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) adalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

dalam satu tahun anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditandatangani. 

 

2. Tujuan 

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Maluku Tahun 2021 adalah untuk : 

b. Memberikan gambaran atas pelaksanaan program/kegiatan yang 

melekat pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Maluku; 

c. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan 

program / kegiatan maupun penggunaan sumber dana pada tahun 

anggaran berikutnya; 

d. Memberikan uraian gambaran pelaksanaan program/kegiatan 

Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

 

D. ISU - ISU STRATEGIS 

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana di Provinsi Maluku, maka perlu dirumuskan isu - isu 

strategis yang perlu ditangani dan kemudian menjadi prioritas maupun 

kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Maluku. Adapun isu – isu strategis tersebut adalah : 
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A. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib 

administrasi kependudukan 

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

- Masih tingginya rata - rata jumlah anak per keluarga 

- Masih rendahnya persentase akseptor KB yang aktif 

C. Selain isu pada 2 (dua) urusan diatas, yang menjadi perhatian lain 

adalah adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan 

program/kegiatan antara lain fisikal distancing dan realokasi/refocusin 

anggaran. 

 

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 2021 terdiri dari empat bab yaitu : 

BAB  I.  Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang disusunnya laporan kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021,  maksud dan 

tujuan pengukuran kinerja, kedudukan tugas dan fungsi yang 

menjelaskan tupoksi masing-masing unit kerja, struktur organisasi 

dan sumber daya manusia. 

BAB II. Perencanaan Kinerja 

Menjelaskan rencana strategis Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang mencakup sasaran strategis, kebijakan dan 

strategis dinas dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan 

rencana kinerja tahun 2021. 

BAB III. Akuntabilitas Kinerja  

Menjelaskan capaian kinerja tahun 2021 yang mencakup capaian 

Indikator Kinerja Kegiatan serta uraian tentang pencapaian per 

kegiatan. 
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BAB IV. Penutup 

Menjelaskan kesimpulan dan saran sebagai tindak lanjut. 

LAMPIRAN - LAMPIRAN, memuat dokumen - dokumen pendukung 

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

Tahun 2021. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2020 ini, mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

A. PERENCANAAN  STRATEGIS  
 

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan 

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah 

yang terpilih. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Maluku yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 

sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan 

dengan pola pertanggungjawaban Gubernur terkait dengan penetapan/kebijakan 

bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan 

Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. 

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku tersebut 

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 

Tahun 2019-2024. Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Maluku tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku yang merupakan dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dimuat program dan kegiatan 

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang tersebut 

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi.  
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1. VISI DAN MISI 
 

1.1. VISI 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana dan bagaimana instansi 

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, 

serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi 

pemerintah. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

mengacuh pada visi Pemerintah  Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-

2024 yakni:  

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih, dan Melayani Terjamin 

Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan” 
  

Mengacu pada rumusan Visi Pemerintah Provinsi Maluku terdapat tiga pokok 

visi yaitu : 

 Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, memiliki makna seluruh 

jajaran Pemerintah Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek 

korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat 

dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku. 

 Maluku yang terjamin dalam kesejahteraan memiliki makna :        Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh 

jajaran  Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen kuat untuk menjamin 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan 

ekonomi masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Maluku. 

 Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :  Pengelolaan 

sumber daya alam diseluruh kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan 

memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan seluruhmasyarakat Maluku. 
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Visi ini jika dihubungkan dengan pembangunan kependudukan di Provinsi Maluku 

memiliki arti bahwa visi ini menjadi dasar dari seluruh proses pelaksanaan 

pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana. Berbagai hasil pembangunan kependudukan yang 

diharapkan tersebut, antara lain akan berdampak pada terciptanya kesempatan 

kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran, peningkatan ekonomi daerah 

berbasis kepuluan, serta dapat mengatasi kemiskinan pada kedua belas gugus 

pulau. 

Visi pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019 - 2024 diatas memberikan arah bagi 

penjiwaan Misi Pembangunan Daerah, yang meliputi : 

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau; 

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan parawisata; 

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan 

berprestasi. 

 

Misi yang pertama “Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih 

dan melayani”. 

Misi ini mengambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik 

berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional, tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih, responsive, kalaboratif dan komunikatif, 

optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif. 

 

Misi yang kedua “Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, 

murah dan terjangkau”. 

Misi ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun 

murid, ketersediaan sarana prasarana pendidikan serta memastikan tata 

kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara 

merata diseluruh wilayah provinsi Maluku, demikian halnya dengan sektor 
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kesehatan. Dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan 

dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara 

merata, berbiaya murah dan terjangkau diseluruh wilayah kepulauan Maluku 

dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 

baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta 

kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi 

Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus 

gugus pelayanan kesehatan serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan 

masyarakat Maluku hingga ke pulau – pulau terpencil, terdepan dan terluar. 

 

Misi ketiga “Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan” 

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah 

kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan member manfaat 

untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan 

ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber 

alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan 

ketahanan pangan dan semakin focus dalam upaya percepatan pertumbuhan 

dan pemerataan pembangunan, memperhatikan aspek berkelanjutan 

lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang. 

 

Misi keempat “Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus 

pulau” 

Misi ini bertujuan mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis 

gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan 

infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas 

diseluruh wilayah kepulauan Maluku. 

Aksesbilitas dan konektivitas wilayah menjadi kebutuhan mutlak dalam 

pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan 

anggaran yang sangat besar mengingat infrastruktur merupakan investasi 

pembangunan pendorong lahirnya pusat – pusat pertumbuhan baru, 

mengurangi beban logistik dan berkonstribusi dalam menjaga stabilitas harga 
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serta mempercepat perpindahan manusia, barang dan juga jasa, maka 

sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan 

infrastruktur diprovinsi Maluku akan terus didorong dengan mengupayakan 

sumber – sumber pendanaan diluar APBD dengan tetap memeperhatikan 

tata ruang wilayah.  

 

Misi kelima “ Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, 

budaya dan parawisata” 

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif 

secara berkelanjutan dengan senatiasa membangun kerjasama yang baik 

dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan Polri serta 

seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan 

lokal yang merupakan jati diri orang maluku dengan senantiasa tetap 

menghargai multikulturalisme sehingga dapat member landasan yang positif 

terhadap masuknya investasi serta berkembangnya parawisata daerah 

dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah 

kebudayaan yang beraneka ragam. 

 

Misi keenam “ Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, 

kreatif, mandiri dan berprestasi” 

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri 

terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga 

melalui pembinaan, penyediaan saran dan prasarana olahraga. Disamping 

itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di provinsi Maluku tetap 

memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok 

masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan 

berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan. 

Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 

Maluku tahun 2019 – 2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

akan mendukung Misi pertama mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, 
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bersih dan melayani. Serta Misi kedua yaitu meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau. 

 

2. TUJUAN DAN SASARAN 

2.1. Tujuan  
 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Tujuan akan memberikan arahan untuk perumusan sasaran kebijakan, 

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Untuk mewujudkan visi 

dan melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

ditetapkan tujuan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi 

kependudukan; 

2. Mewujudkan  pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

3. Mewujudkan pelaksanaan program. 

 

3.2. Sasaran 
 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan 

berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran  

dilengkapi indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran  

yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran 

dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan 

untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi. 

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus 

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam sasarandan 

indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam satu tahun mendatang 

adalahsebagaimana tertuang dalam tabel berikut : 
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1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 

2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga 

berencana; 

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. 

 

Tabel 2.1.  Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2021 

 
 

NO 
 

TUJUAN 
 

SASARAN 
 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET 
KINERJA 

SASARAN 
TAHUN 2020 

1. Meningkatkan 
kesadaran 
masyarakat dan 
aparat dalam 
tertib 
administrasi 
kependudukan 

Meningkatnya 
kepemilikan 
dokumen 
kependudukan 
dan pencatatan 
sipil 

 

Rasio penduduk ber KTP per 
satuan penduduk 

0,75 

Rasio bayi berakte kelahiran     0,85 

Rasio pasangan berakte nikah 0,30 

Ketersediaan data base 
kependudukan skala provinsi 

Ada 

Cakupan penerbitan KTP 75 

  

2. Mewujudkan 
pengendalian 
penduduk dan 
keluarga 
berencana 

Meningkatnya 
kualitas 
kependudukan, 
pembangunan 
keluarga dan 
keluarga 
berencana 
 

Total Fertility Rate (TFR) per 
wanita usia subur (WUS) usia 
15 -49 tahun 

  2,9 

CPR (prevelensi pemakaian 
alat kontrasepsi) 
Persentase partisipasi 
kabupaten/kota dalam 
pembangunan berbasis 
keluarga 
Cakupan data kependudukan 
berbasis keluarga 

   45,70 
 

   27,27 
 
 
 

   1 

3. Terwujudnya 
pelaksanaan 
program 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang efektif dan 
efisien 

Persentase program tercapai    100 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dituangkan dalam program dan 

kegiatansebagai berikut : 
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Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan 

MISI 1 : Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur bersih dan melayani 

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Peningkatan 
Kapasitas 
Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

Pembinaan 
Kabupaten/Kota 
terkait Kebijakan 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Program Pendaftaran Penduduk 
1.1 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan. 

 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi 

Pegendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk Terkait 

Pendaftaran Penduduk 

1.2 Penyelenggaraan Pendaftaran 

Penduduk. 

 Fasilitasi Terkait Pendaftaran 

Penduduk 

 Sosialisasi Terkait Pendaftaran 

Penduduk 

1.3 Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pendaftaran 

Kependudukan 

 Bimbingan Teknis Terkait 

Pendaftaran Penduduk 

 
2. Program Pencatatan Sipil 

2.1 Pelayanan Pencatatan Sipil. 

 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi 

Pegendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk Terkait 

Pencatatan Sipil 

2.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di 

Provinsi 

 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 

2.3 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil 

 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan 

Sipil 
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Penataan Data 
kependudukan  

Pengelolaan Sistem 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

 
 
 
 
 
 

1. Program Pengelolaan Aministrasi 
Kependudukan 
1.1 Penataan Pengelolaan Informasi 

Administrasi kependudukan. 

 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi 

Pegendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk Terkait 

Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan 

1.2 Penyelenggaraan Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan 

Provinsi 

 Sosialisasi Terkait Informasi 

Administrasi Kependudukan 

 Penyelenggaraan Pemantauan Data 

Kependudukan 

1.3 Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi 

 Bimbingan Teknis Terkait 
Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pendayagunaan 
Data Kependudukan 

 
2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 

2.1 Penyediaan Profil Kependudukan 

 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 

Terwujutnya Tertib 
Administrasi 
Perkantoran 

Tercapainya 
Pelaksanaan 
Program 
 
 
 
 
 
 
 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD 

 Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
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Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 

 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran 

1.3  Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

 Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Disiplin Pegawai 

 Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian 

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 

 Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan 

1.4  Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 Penyediaan barang Cetakan dan 

Penggandaan  

 Penyediaan Baha Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan 

 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

1.5  Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

 

1.6  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumberdaya Air dan Listrik 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

1.7  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 
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 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

 

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Murah dan 
Terjangkau 

Meningkatkan 
keterpaduan 
dalam 
pembangunan 
kependudukan 
dan keluarga 
berencana 

Pembinaan dan 
peningkatan 
kemandirian 
keluarga 
berencana 

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana 
(KB) 
1.1 Pengembangan Desain Program, 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

(KIE) Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (KB) Sesuai 

Kearifan Budaya Lokal 

 Penguatan Kerjasama dengan 

Stakeholders dan Mitra Kerja Dalam 

Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan 

KIE Program KKBPK 

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan 
Keluarga Sejahtera (KS)  
2.1 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran 

Serta Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Provinsi Dalam 

Pembangunan Keluarga Melalui 

Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 Peningkatan Kapasitas Mitra dan 

Organisasi Kemasyarakatan dalam 

Pengelolaan Program Ketahanan 

Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita 

(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), 

Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit 

Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.  
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu 

menetapkan  Indikator kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan 

rencana kerja tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 

Maluku telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam 

rencana kinerja tahunan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN TARGET 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Meningkatnya kepemilikan 
dokumen kependudukan 
dan pencatatan sipil 

Rasio penduduk  ber 
KTP per satuan 
penduduk 

% 0,75 Bidang Fasilitasi 
Pendaftaran 
Penduduk 

    

Rasio bayi berakte 
Kelahiran 

% 0,85 Bidang Fasilitasi 
Pencatatan Sipil 

   

 

 

Rasio pasangan 
berakte nikah 

 

% 

 

0,30 

Bidang Fasilitasi 
Pencatatan Sipil 

Ketersedian data 
base kependudukan 
skala provinsi 

 

 

- 

 

 
 

 

Ada 

 
 

 

Bidang 
Pengolahan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
dan Pemanfaatan 
Data 

Cakupan penerbitan 
KTP 

% 
75 Bidang Fasilitasi 

Pendaftaran 
Penduduk 

    

Meningkatnya kualitas 
kependudukan, 
pembangunan keluarga 
dan keluarga berencana 

Total Fertility Rate 
(TFR) per wanita 
subur (WUS) usia    
15 - 49 tahun 

% 2,9 
 

 

Bidang 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
berencana 

 CFR (prevelensi 
pemakaian alat 

% 45,70 Bidang 
Pengendalian  
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kontrasepsi) Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif 
dan efisien 

Persentase Program 
Tercapai 

% 100 Sekretariat 

 
 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan, sangat 

penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan, 

karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang 

akan diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi  

akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber 

dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun 2021 mengacuh pada Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 

2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2021, namun pada Tahun 2021 ini terdapat revisi 

penambahan Indikator Kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri-RI Nomor : 86 Tahun 2017 oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil telah menetapkan kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.4. Indikator Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2021 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

1  2 3 
Meningkatnya 
kepemilikan dokumen 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 

1. Rasio penduduk yang ber-KTP per 
satuan penduduk 

0,75 

2. Rasio bayi berakte kelahiran 0,85 

3. Rasio pasangan berakte nikah 0,30 

4. Ketersedian data base kependudukan 
skala provinsi 

Ada 

5. Cakupan penerbitan KTP 75 

Meningkatnya kualitas 
kependudukan, 
pembangunan 
keluarga dan keluarga 
berencana 

1. 
 

Total Fertility Rate (TFR) per wanita usia 
subur (WUS) usia 15 – 49 tahun 

2,9 
 

 2. CPR (prevelensi pemakaian alat 
kontrasepsi) 

45,70 

 3. Persentase partisipasi kabupaten/kota 
dalam pembangunan berbasis keluarga 
di Provinsi Maluku 

3 

 4. Cakupan data kependudukan berbasis 
keluarga 

1 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
efektif dan efisien 

1. Persentase program yang tercapai 100% 

  

Untuk pencapaian indikator kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa 

program sebagai berikut : 

 

Tabel 2.5.  Program / Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Tahun 2021 

 
 

No. URAIAN PROGRAM / KEGIATAN 

A. Program Utama 

1. Program Pengelolaan Aministrasi Kependudukan 
1.1 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan. 

 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi 

Pegendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan 

1.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Provinsi 
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 Sosialisasi Terkait Informasi Administrasi Kependudukan 

 Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan 

1.3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi 

 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 

2. Program Pencatatan Sipil 
2.1 Pelayanan Pencatatan Sipil. 

 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi 

Pegendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan 

Sipil 

2.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 

 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 

2.3 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 

 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 

3. Program Pengelolaan Aministrasi Kependudukan 
3.1 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan. 

 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi 

Pegendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan 

3.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Provinsi 

 Sosialisasi Terkait Informasi Administrasi Kependudukan 

 Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan 

3.3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi 

 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 
4.1 Penyediaan Profil Kependudukan 

 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 

5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 
5.1 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

 Penguatan Kerjasama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja Dalam 

Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK 

6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  
6.1 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 



29 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU 

 

 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam 

Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita 

(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga. 

B. Program Penunjang 

1. 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 

 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

1.3  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 

 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

1.4  Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan  

 Penyediaan Baha Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.5  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

1.6  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.7  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Maluku selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku yang dibuat sesuai 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target 

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 

Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Guna mempermudah interprestasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, maka digunakan skala 

nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : 
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Tabel 3.1  Skala Nilai Peringkat Kinerja 

NO. RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN 

1 >90 Sangat Memuaskan 

2 >80 – 90 Memuaskan 

3 >70 – 80 Sangat Baik 

4 >60 – 70 Baik 

5 >50 – 60 Cukup 

6 >30 – 50 Kurang 

7 0 – 30 Sangat Kurang 

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
 

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian 

kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran 

strategis. Pengukuran kinerja sasaran strategis memberikan gambaran penilaian 

tingkat capaian target sasaran dan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dapat memberikan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024. Sesuai ketentuan tersebut, 

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Provinsi Maluku Tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Kepala 

Dinas tentang IKU Kepala Dinas yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dengan Pemerintah 

Daerah Provinsi Maluku. 

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2021 

beserta target capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: 

SASARAN 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan 
pencatatan    sipil 

 
Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan “Meningkatkan kesadaran masyarakat 

dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan” guna mencapai Misi ke satu 

“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”. 

Hasil pengukuran sasaran meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 

 

 
NO. 

 

INDIKATOR            
KINERJA UTAMA 

 
SATUAN 

TAHUN 2021 

TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1 Rasio penduduk ber – KTP per 
satuan penduduk 

 
% 

 
0,75 

 
0,78 

 
105 

2 Rasio bayi berakte kelahiran % 0,85 0,73 86 

3 Rasio pasangan berakte nikah % 0,30 0,42 140 

4 Ketersediaan data base 

kependudukan skala provinsi 

Buku Ada Ada Ada 

6 Cakupan penerbitan KTP % 75 78,48 105 

Rata-Rata Capaian Kinerja 107 
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Tabel 3.3.  Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 
Sasaran 1 antara Tahun 2019, 2020 dengan Tahun 
2021 

 

 
NO. 

 
INDIKATOR 

KINERJA 

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

REALISASI 
KINERJA 

CAPAIAN 
KINERJA 

1 Rasio Penduduk 
ber KTP per 

satuan 

penduduk 

0,79 1,22 0,91 1.30 0,78 105 

2 Rasio bayi 

berakte 

Kelahiran 

0,67 0,,89 0,82 1,03 0,73 86 

3 Rasio pasangan 

berakte nikah 

0,27 1,35 0,30 1,20 0,42 140 

4 Ketersediaan 
data base 

kependudukan 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

5 Cakupan 
penerbitan KTP 

79,07 121,65 91,98 131,40 78,48 105 

 

Tabel 3.4.  Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 
2019, 2020, 2021, dan Target Tahun 2022, 2023 
serta Tahun Akhir Periode RPJMD 

 

 
NO. 

 
INDIKATOR 

KINERJA 

REALISASI 
TAHUN 

2019 

REALISASI 
TAHUN 

2020 

REALISASI 
TAHUN 

2021 

TARGET 
TAHUN 

2022 

TARGET 
TAHUN 

2023 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 

1 Rasio 
penduduk ber-

KTP per 
satuan 

penduduk 

0,79 0,91 0,78 0,80 0.85 0,85 

2 Rasio bayi 
berakte 

kelahiran 

0,67 0,82 0,73 0,90 0,95 100 

3 Rasio 
pasangan 

berakte nikah 

0,27 0,30 0,42 0,35 0.95 0,40 

4 Ketersedian 
data base 

kependudukan 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

5 Cakupan 

penerbitan 

KTP 

79,07 91,98 78,48 80 85 85,00 

 

1).  Capaian Kinerja Indikator “Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk“ 

realisasi Tahun 2019 sebesar 0,79, disebabkan jumlah wajib KTP-el semester II 

1.237.924 dan cetak KTP-el sebesar 978,923 Tahun 2020 sebesar 0,91 
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disebabkan jumlah wajib KTP-el semester II Tahun 2020 sebesar 1.285.139 dan 

cetak KTP-el sebesar 331.509 sedangkan untuk realisasi Tahun 2021 sebesar 

0,78 rasio penduduk ber-KTP, hal ini terlihat dari DKB semester II Tahun 2021  

Jumlah Penduduk Maluku 1.880.666 jiwa dengan penduduk wajib KTP-el 

1.331.162 jiwa dan cetak KTP-el sebesar 1.044.805 jiwa, sehingga penduduk 

yang memilik/cetak KTP-el untuk semester II Tahun 2019-2021 mengalami 

fluktuasi akibat beberapa factor antara lain ; 

 Adanya pandemic covid-19. 

 Proses pencetakan KTP-el hanya dapat dilakukan Kabupaten/kota.  

 Adanya gangguan signal pada saat proses perekaman. 

 Aksesibilitas yang terbatas karena kondisi geografis kepulauan. 

 Kondisi peralatan penunjang pelaksanaan perekaman dan pencetakan yang 

belum memadai.  

2). Capaian Kinerja Indikator ”Rasio Bayi Berakte Kelahiran” sesuai database 

semester II Tahun 2021 terealisasi 0,73 dari target Perjanjian Kinerja Dinas 

sebesar 0,85 ini menunjukan bahwa capaian indikator untuk rasio bayi berakte 

kelahiran di Provinsi Maluku mencapai 86%. Target nasional kepemilikan akte 

kelahiran 95%, dari uraian diatas untuk capaian target kepemilikan akte 

kelahiran untuk Provinsi Maluku telah mencapai target sedangkan secara 

nasional belum terpenuhi. Untuk mencapai target nasional akte kelahiran Dinas 

Dukcapil kabupaten/kota telah melakukan berbagai inovasi antara lain pelayanan 

jemput bola di desa-desa, jemput bola di sekolah dan kerjasama pelayan di 

rumah sakit. Diharapkan dengan inovasi yang telah dilakukan target pencapaian 

akte kelahiran secara nasional dapat tercapai. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Maluku terus melakukan pembinaan dan koordinasi 

dalam upaya pencapaian target daerah sehingga pencapaian target secara 

nasional dapat tercapai dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 

3). Capaian Kinerja Indikator “Rasio Pasangan Berakte Nikah”  target kinerja Tahun 

2021 sebesar 0.30, realisasi 0.42 dengan tingkat capaian kinerja 1,40 Angka 

capaian untuk indikator akte nikah yang diterbitkan dihitung berdasarkan 

pasangan yang menikah pada tahun tersebut. Akte nikah diterbitkan pada 
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pasangan yang menikah secara pencatatan sipil sedangkan pasangan yang 

menikah secara agama mendapatkan buku nikah dan ini belum tercatat pada 

Pencatatan Sipil sehingga kesulitan dalam perhitungan jumlah akte nikah yang 

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai hasil 

Rakortekrenbang Tahun 2021 di Surabaya telah disepakati antara Ditjen Bina 

Bangda, Bappenas, Ditjen Dukcapil dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk 

peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah / akte perkawinan pada semua 

pasangan yang perkawinan tercatat target nasional dan target daerah disepakati 

dan disesuaikan menjadi 100% dengan ukuran keberhasilan dari yang yang 

melaporkan perkawinan di Tahun 2021. 

4). Capaian Kinerja Indikator “Ketersedian Data Base Kependudukan Skala Provinsi” 

target dalam Perjanjian Kinerja ada ketersedian data base, hal ini dibuktikan 

dengan penerbitan Buku Data Kependudukan  semester I, semester II dan buku 

profil perkembangan kependudukan Provinsi Maluku. 

5). Capaian Kinerja Indikator “Cakupan Penerbitan KTP” realisasi tahun 2020 sebesar 

91,98 dengan penduduk wajib KTP sebesar 1.285.130 dan yang sudah cetak KTP 

sebanyak 1.005.144 jiwa dari total jumlah penduduk DKB semester II Tahun 

2020 sebesar 1.870.244 jiwa. Untuk target kinerja tahun 2021 penerbitan KTP 

sebesar 75 persen dengan realisasi kinerja sebesar 78,48 persen dari total wajib 

KTP semester II tahun 2021 sebesar 1.331.162  jiwa dengan cetak KTP sebanyak 

1.044.805 jiwa. Indikator cakupan penerbitan KTP untuk Perjanjian Kinerja 

daerah telah melampaui target kinerja, sedangak secara nasional belum 

mencapai target dari target nasional sebesar 100%. 

 

Sasaran Strategi “Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil” ditunjang dengan antara lain : 

1) Program Pendaftaran Penduduk, yang terdiri dari Kegiatan Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk, dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Tata cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan laporan 

Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran 

Penduduk, dengan 2 Sub Kegiatan antara lain Fasilitasi terkait Pendaftaran 
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Penduduk dan Sosilaisasi terkait Pendaftaran Penduduk, Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,dengan 1 Sub Kegiatan 

yaitu Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk.  

2) Program Pencatatan Sipil,  dengan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan 1 

Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, dengan 1 

Sub Kegiatan yaitu  Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil, kegiatan Pemberian 

Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan 1 Sub Kegiatan yaitu 

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil. 

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan 

sebagai berikut Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kegiatan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan 2 Sub Kegiatan 

antara lain Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. Kegiatan Pembinaan 

dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Provinsi,dengan 1 Sub Kegiatan yaitu Bimbingan teknis terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan. 

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan Kegiatan Penyediaan Profil 

Kependudukan, Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi. 

 

Keluaran yang dihasilkan dari Program Pendaftaran Penduduk antara  

lain : 

1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan Penyusunan Tata cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan 

laporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk adalah Sinergitas dan 

Sinkronisasi Kebijakan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.  
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2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Sub Kegiatan Fasilitasi terkait 

Pendaftaran Penduduk adalah Meningkatnya Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di 

Provinsi dan Sosilaisasi terkait Pendaftaran Penduduk (tidak dilaksanakan). 

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, 

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk adalah 

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur di Bidang kependudukan 

dan Pencatatan Sipil.  

 

Keluaran yang dihasilkan dari Program Pencatatan Sipil, antara lain : 

1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil adalah Sinergitas dan Sinkronisasi 

Kebijakan Adminduk terkait bidang Pencatatan Sipil.  

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi, Sub Kegiatan yaitu  

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Sistem Penataan 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  

3) kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan 

yaitu Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya 

Pengetahuan Aparatur di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

 

Keluaran yang dihasilkan dari Program Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan, antara lain : 

1) Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub 

Kegiatan yaitu Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, 

Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan adalah Sinergitas dan Sinkronissi Kebijakan 

Adminduk terkait PIAK.  

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

Sub Kegiatan antara lain Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 

Meningkatnya Sistem Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
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3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi, Sub Kegiatan yaitu Bimbingan teknis terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan 

Terwujudnya Database Kependudukan.  

 

Keluaran yang dihasilkan dari Program Pengelolaan Profil Kependudukan  

yaitu Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan, Sub Kegiatan Penyediaan Data 

Kependudukan Provinsi adalah Meningkatnya Pengetahuan Aparatur di Bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 



39 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU 

 

 

 

Tabel 3.5.  Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Penunjang Sasaran Meningkatnya kepemilikan 
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 

 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

CAPAIAN 
% 

A. Program Pendaftaran 
Penduduk 

   

A.1 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran 
Kependudukan 

   

1. Sub Kegiatan Penyusunan Tata 
Cara Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi 
Pegendalian dan Penyusunan 
Pelaporan Adminduk Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

81.600.000 55.614.400 69 

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

92.440.000 73.130.000 80 

3. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait 
Pendaftaran Penduduk 

45.612.945 - - 

A.2 Kegiatan Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk  

   

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis 
Terkait Pendaftaran Penduduk 

44.500.000 17.504.300 40 

B. Program Pencatatan Sipil    

B.1 Kegiatan Pelayanan Pencatatan 
Sipil 

   

1. Sub Kegiatan Penyusunan Tata 
Cara Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi 
Pegendalian dan Penyusunan 
Pelaporan Adminduk Terkait 
Pencatatan Sipil 

101.030.000 79.309.400 79 

B.2 Kegiatan Penyelenggaraan 
Pencatatan Sipil di Profinsi 

   

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait 
Pencatatan Sipil 

45.612.780 39.451.764 87 

B.3 Kegiatan Pemberian Konsultasi 
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 

   

1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis 
Terkait Pencatatan Sipil 

44.507.410 36.157.090 82 

C. Program Pengelolaan 
Informasi Aministrasi 
Kependudukan 

   

C.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

   

1. Penyusunan Tata Cara 
Perencanaan, Pelaksanaan, 

80.100.000 53.463.900 67 
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Pemantauan, Evaluasi 
Pegendalian dan Penyusunan 
Pelaporan Adminduk Terkait 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

C.2 Kegiatan Penyelenggaraan 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan 

   

1. Sosialisasi Terkait Informasi 
Administrasi Kependudukan 

45.612.700 18.931.500 42 

2. Penyelenggaraan Pemanfaatan 
Data Kependudukan 

36.188.875 31.562.140 88 

C.3 Kegiatan Pembinaan dan 
Pengawasan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan Provinsi 

   

1. Bimbingan Teknis Terkait 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi Kependudukan dan 
Pendayagunaan Data 
Kependudukan 

44.501.476 17.722.750 40 

H. Program Pengelolaan Profil 
Kependudukan 

   

H.1 Kegiatan Penyediaan Profil 
Kependudukan 

   

1. Penyediaan Data Kependudukan 
Provinsi 

149.110.541 122.681.063 83 

 T O T A L 810.816.727 545.528.307 68 
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SASARAN 2 :  Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan 
keluarga dan keluarga berencana 

 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan “Mewujudkan pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana” guna mencapai misi kedua “Meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau”. 

Hasil pengukuran sasaran meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan 

keluarga dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.6    Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas 
kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga 
berencana Tahun 2021 

 

NO. INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1. Total Fertility Rate (TFR) per 
wanita usia subur (WUS) usia 
15-49 tahun 

% 2,91 2,96 101,7 

2. CPR (Prevelensi Pemakaian 
Alat Kontrasepsi) 

% 45,70 75,2 164,6 
 

 

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 antara 
Tahun 2019, 2020 dengan 2021   

 
NO. INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

REALISASI 

KINERJA  

CAPAIAN 

KINERJA 

1. Total Fertility 

Rate (TFR) per 
wanita usia subur 

(WUS) usia 15-49 

tahun 

3,1 344 3,16 107,8 2,96 101,7 

2. CPR (Prevelensi 

Pemakaian Alat 

Kontrasepsi) 

73,62 113 75,45 

 

165,1 75,2 164,6 
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Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2019, 
2020, 2021 dan Target Tahun 2022, 2023 serta Tahun 
Akhir Periode Renstra 

 
NO. INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

REALISASI  

TAHUN 
2019 

REALISASI  

TAHUN 
2020 

REALISASI 

TAHUN 
2021 

TARGET 

TAHUN 
2022 

TARGET 

TAHUN 
2023 

TARGET 

AKHIR 
RENSTRA 

1. Total Fertility 
Rate (TFR) 

per wanita 

usia subur 
(WUS) usia 

15-49 tahun 

3,1 3,16 2,96 2,8 2,66 3,1 

2. CPR 
(Prevelensi 

Pemakaian 
Alat 

Kontrasepsi) 

73,62 75,45 
 

75,2 
 

80,01 84,01 51,9 

 

1).   Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR) per wanita usia 

subur (WUS) usia 15-19 tahun dikatakan berhasil apabila terjadi penurunan 

kelahiran pada usia produktif seorang wanita. Dalam perjanjian kinerja untuk 

indikator TFR Tahun 2021  target kinerja 2,91 dan realisasi 2,96 hal ini 

berdasarkan hasil Survey SDKI yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. 

Sebagai OPD yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana anggaran yang tersedia tidak ada menyebabkan kesulitan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana selalu melakukan koordinasi 

dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Secara nasional target TFR sebesar 

2,24 rata-rata anak per wanita sedangkan target OPD sebesar 2,91 rata-rata 

anak per wanita, target daerah masih tinggi oleh sebab itu diharapkan OPD 

Provinsi segera berkoordinasi dengan BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku untuk 

pencapaian target tersebut. 

2). Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja CPR (Prevelensi Pemakaian Alat 

Kontrasepsi) dalam Perjanjian Kinerja Target Kinerja 45,70 dengan realisasi 

yang tercapai sebesar 75,2 (Data Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku). Untuk 

capaian indikator CPR (Prevelensi Pemakaian Alat Kontrasepsi) dikatakan 

berhasil apabila terjadi peningkatan pemakaian alat kontrasepsi. Target daerah 

sesuai perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi 
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Maluku angka CPR sebesar 45,70, sedangkan target nasional sebesar 62,16%. 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk 

angka CPR Provinsi Maluku telah mencapai 75,2, hal ini berarti tingkat 

keberhasilan pemakaian alat kontrasepsi untuk menekan angka kelahiran 

meningkat. Ketika angka kelahiran (TFR) menurun hal ini diikuti dengan 

pemakaian alat kontrasepsi (CPR) yang cukup tinggi. Berdasarkan keadan 

tersebut diatas untuk kondisi Maluku angka TFR tinggi karena angka ini 

bardasarkan hasil survey SDKI (Survey Domografi dan Kesehatan Indonesia), 

Tahun 2021 data TFR berdasarkan hasil koordinasi bersama Perwakilan BKKBN 

Provinsi Maluku belum dirilis oleh BKKBN sehingga terlihat angka kelahiran 

masih tinggi. Sedangkan untuk data CPR sesuai hasil  koordinasi Perwakilan 

BKKBN Provinsi Maluku rendah. Secara teori Angka Kelahiran Total (Total 

Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15 – 49 tahun, rata-rata 

anak per wanita rendah diikuti dengan pemakaian alat kontrasepsi tinggi, kalau 

kondisi seperti ini maka dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. 

 
Tabel 3.9.  Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Keluarga Berencana Tahun 2021 
 

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

CAPAIAN  
% 

A. Program Pembinaan Keluarga 
Berencana (KB) 

   

A.1 Kegiatan Pengembangan Desain 
Program, Pengelolaan dan 
Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (KB) sesuai 
kearifan budaya local 

   

1. Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama 
dengan Stakeholders dan Mitra 
Kerja Dalam Pelaksanaan Advokasi, 
Promosi dan KIE Program KKBPK 

57.579.300 - - 

B. Program Pemberdayaan dan 
Peningkatan Keluarga 
Sejahtera (KS)  

   

B.1 Kegiatan Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
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Provinsi Dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Mitra dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan 
Program Ketahanan Keluarga 
Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), 
Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina 
Keluarga Lansia (BKL), Unit 
Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) dan 
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 

303.173.501 242.435.868 79.96 

 T O T A L 360.752.801 242.435.868 79.96 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian Sasaran 

Strategis Mewujudkan Pengendalian Penduduk di Provinsi Maluku pada tahun 

mendatang maka perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan secara terus menerus 

oleh Dinas Dukcapil Provinsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana kabupaten/kota perlu dilakukan secara kontinyu, serta melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat secara teratur tentang pentingnya pengendalian 

pendudukan dan keluarga berencana. 

 
SASARAN 3 :  Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif 

dan Efisien 
 

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan “Mewujudkan pelaksanaan program”. 

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif 

dan efisien dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.10. Capaian Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan 
Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien Tahun 2021 

 

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
(%) 

1. Persentase Program Yang 
tercapai 100% 

100% 100% 100 

Rata-Rata Capaian Kinerja          100 
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Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 
Sasaran Antara Tahun 2019, 2020 dengan  
Tahun 2021 

 

NO. INDIKATOR 
KINERJA 

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 

REALISASI 

KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

REALISAS

I KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

REALISAS

I KINERJA 

CAPAIAN 

KINERJA 

1. Persentase 
Program 

yang tercapai 
100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 
2019, 2020, 2021 dan Target Tahun 2022, 2023 
Serta Tahun Akhir Periode RPJMD 

 
NO. INDIKATOR 

KINERJA 

REALISASI                       

TAHUN 
2019 

REALISASI                       

TAHUN 
2020 

REALISASI              

TAHUN 
2021 

TARGET 

TAHUN 
2022 

TARGET 

TAHUN 
2023 

TARGET                      

AKHIR 
RENSTRA 

1. Persentase 

program Yang 
tercapai 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Program yang Tercapai 

100%” dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari kegiatan administrasi 

rutin yang merupakan hal penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari suatu 

organisasi. 

Sasaran strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif 

dan Efisien ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  

dengan kegiatan dan sub kegiatan antara lain : 

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 

dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub 

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen  RKA-SKPD, Sub Kegiatan 

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  

2) Kegiatan Administrasi Keuangan  Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Sub Kegiatan 

Penyusunan Pelaporan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran. 
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3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Sub Kegiatan Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan, dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan. 

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub 

Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, 

Sumberdaya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor. 

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan 

Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

 

Dari 1 (satu) program, 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan, ditunjukan pada 

pencapaian indikator Persentase Program yang Tercapai 85%. Berikut adalah tabel 

realisasi anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan penunjang sasaran 3. 
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Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Penunjang Sasaran 3 Terwujudnya Penyelenggaraan 
Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien 

 

No. Program / Kegiatan Anggaran     
(Rp) 

Realisasi     
(Rp) 

CAPAIAN
% 

A. Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

7.007.821.213 6.054.852.622 87 

A.1 Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

268.319.946 207.153.668 78 

1 Sub Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

174.097.452 147.085.574 85 

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen  RKA-SKPD 

70.095.601 40.540.594 58 

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

7.799.727 7.702.635 99 

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

12.327.166 11.824.865 96 

A.2 Kegiatan Administrasi Keuangan  
Perangkat Daerah 

3.893.384.460 3.534.979.905 91 

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

3.801.818.660 3.514.751.105 93 

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

85.566.000 14.229.000 17 

3. Sub Kegiatan Penyusunan 
Pelaporan Analisis Pronogsis 
Realisasi Anggaran 

5.999.800 5.999.800 100 

A.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

185.065.251 112.556.314 61 

1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Disiplin Pegawai 

17.490.000 17.490.000 100 

2. Sub Kegiatan Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

77.182.280 61.782.364 80 

3. Sub Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

- -  

4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

45.777.645 33.283.950 73 

5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

44.615.326 -  

A.4 Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

1.069.872.356 780.747.722 73 
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1. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

90.662.571 83.744.019 93 

2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

50.009.685 40.847.750 82 

3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan 

9.927.500 8.805.000 89 

4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

25.172.400 20.493.000 82 

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

894.100.200 626.857.953 71 

A.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

768.183.400 755.935.700 99 

1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

768.183.400 755.935.700 99 

A.6 Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

489.612.800 463.614.134 95 

1. Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat 
Menyurat 

9.666.800 4.816.000 50 

2. Sub Kegiatan Penyedia Jasa 
Komunikasi, Sumberdaya Air dan 
Listrik 

90.570.000 77.534.134 86 

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

389.376.000 381.264.000 98 

A.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemeritahan Daerah 

337.383.000 199.865.179 60 

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

73.094.000 70.094.377 96 

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

44.412.000 -  

3. Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

201.782.000 123.770.800 62 

4. Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

18.095.000 6.000.000 34 

     

TOTAL 861.210.000 732.585.696 85 

 



49 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU 

 

 

 

Melihat dari data realisasi anggaran pada tabel diatas dan jika dibandingkan dengan 

capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 85% dapat disimpulkan bahwa 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku melakukan efisiensi 

anggaran dan pembatalan sebesar Rp. 128.624.304 atau 15% dari total anggaran 

penunjang sasaran 3 yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku, 

(pembatalan pelaksanaan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak 

dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terjadi dikarenakan Tidak 

tersedianya kendaraan dinas operasional/lapangan dan untuk Sub Kegiatan 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan 

Adanya Pandemi Covid -19 sehingga Jadwal Narasumber Pusat (Es.II, III dan IV ) 

tidak bisa terlaksana. 

 

B.  Capaian Keuangan 

Selama Tahun 2021 pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber dana APBD berasal dari 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran 

sebesar RP. 8.179.391.136.-. realisasi anggaran mencapai Rp.6.842.620.797,-atau 

dengan serapan dana mencapai 83,65%,- dengan demikian terdapat selisih 

anggaran sebesar Rp.1.336.770.339,- atau 16,35% yang terdiri dari : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi 

anggaran Rp. 7.007.821.213.- realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 

2021 adalah Rp. 6.054.852.622.- atau 86,41%, sehingga sisa anggaran sebesar 

Rp. 952.968.591.- 

2. Program Pendaftaran Penduduk dengan alokasi anggaran Rp. 264.153.340.- 

realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 146.248.700.- 

atau 55,37%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 117.904.640.- 

3. Program Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran Rp. 191.150.190.- realisasi 

anggaran sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 154.918.254.- atau 

81,05%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 36.231.936.- 
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4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan alokasi 

anggaran Rp. 206.403.051.- realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 

2021 adalah Rp. 121.680.290.- atau 58,96%, sehingga sisa anggaran sebesar 

Rp. 84.722.761.- 

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan alokasi anggaran  

Rp. 149.110.541.- realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah 

Rp. 122.485.063.- atau 82,15%, sehingga sisa anggaran sebesar  

Rp. 26.625.478.- 

6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan alokasi anggaran  

Rp. 57.579.300.- realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah 

Rp. -  atau 0%, tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic Covid-19 

(sehingga dirasionalisasikan). 

7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan 

alokasi anggaran Rp. 303.173.501.- realisasi anggaran sampai tanggal 31 

Desember 2021 adalah Rp. 242.435.868.- atau 79,97%, sehingga sisa anggaran 

sebesar Rp. 60.737.633.- 
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Anggaran dan realisasi Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai 

program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Program 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi 
Maluku Tahun 2021 

 
 

NO PROGRAM SASARAN ANGGARAN 
(RP) 

REALISASI 
(RP) 

CAPAIAN 
% 

1 
Program penunjang  

urusan pemerintahan 
daerah provinsi 

Terwujudnya 

penyelenggaraan 
pemerintahan yang 

efektif dan efisien 

7.007.821.213 6.054.825 86,41 

2 
Program pendaftaran 
penduduk 

 

Meningkatnya 
kepemilikan dokumen 

kependudukan dan 
pencatatan sipil 

264.153.340 146.248.700 55,37 

3 
Program pencatatan 

sipil 

Meningkatnya 

kepemilikan dokumen 
kependudukan dan 

pencatatan sipil 

191.150.190 154.918.254 81,05 

4. 
Program pengelolaan 
informasi 

adiministrasi 
kependudukan  

Meningkatnya 
kepemilikan dokumen 

kependudukan dan 
pencatatan sipil 

206.403.051 121.680.290 58,96 

5. 
Program pengelolaan 

profil kependudukan 

Meningkatnya 

kepemilikan dokumen 
kependudukan dan 

pencatatan sipil 

149.110.541 122.485.063 82,15 

6. 
Program pembinaan 
keluarga  berencana  

(KB) 

Meningkatkan kualitas 
kependudukan, 

pembangunan keluarga 
dan keluarga berencana 

57.579.300 -  

7. 
Program 

pemberdayaan dan 
peningkatan keluarga 

sejahtera KS) 

Meningkatkan kualitas 

kependudukan, 
pembangunan keluarga 

dan keluarga berencana 

303.173.501 242.435.868 79,97 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Permasalahan dan Kendala Pencapaian Kinerja 
 

Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

Tahun 2021 telah melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dari 3 (tiga) 

sasaran strategi yang telah ditetapkan dan telah mencapai tingkat keberhasilan, 

namun ada masalah dan kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan. Secara 

umum permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain : 

1. Capaian penerbitan KTP-el pada kabupaten/kota belum mencapai target 

secara nasional; 

2. Capaian akte kelahiran yang masih rendah pada kabupaten/kota; 

3. Pemanfaatan data base kependudukan oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi 

Maluku dan stakeholders terkait belum maksimal; 

Dari permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

program/kegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku 

maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencari solusi pemecahan, 

antara lain : 

1. Fungsi koordinasi dan pembinaan secara terus menerus oleh Dinas Dukcapil 

Provinsi pada Dinas Dukcapil kabupaten/kota perlu dilakukan secara kontinyu 

pada wilayah yang masih rendah layanan administrasi kependudukan, serta 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara teratur tentang pentingnya 

kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap warga negara; 

2. Melakukan sosilaisasi pemanfaatan data base kependudukan bagi OPD 

lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan stakeholders terkait serta koordinasi 

kesiapan penganggaran pelaksanaanya dengan Bappeda dan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. 
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B. Kesimpulan 

Kesimpulan secara umum atas keseluruhan pembahasan Laporan Kinerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Tahun 2021 seperti 

yang diuraikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 8 (delapan) 

indikator yang disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator capaian sangat 

memuaskan dengan nilai > 90, 1 (satu) indicator capaian memuaskan dengan 

nilai > 80-90 untuk sasaran kinerja meningkatnya kepemilikan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil, 1 (satu) indikator capaian sangat 

memuaskan dengan nilai > 90, 1 (satu) indikator capaian kurang dengan nilai > 

30-50 untuk sasaran kinerja meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan 

keluarga dan keluarga berencana, sedangkan untuk sasaran kinerja persentase 

program yang tercapai capaian indikator  memuaskan dengan nilai > 80-90. 
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C. Saran 

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan masalah yang dalam pencapaian 

kinerja Tahun 2021 maka dapat disarankan agar secara maksimal melakukan 

koordinasi untuk pencapaian target kinerja serta kebijakan penganggaran yang 

cukup sehingga program / kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang 

ditetapkan. 

Demikian Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Maluku Tahun 2021 yang merupakan hasil evaluasi Rencana strategi dan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. 

 

 

Ambon,   Desember 2021 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Provinsi Maluku 

 
 
 

Drs. MUSTAFA SANGADJI, MM 

NIP. 19630617 198803 1 018 
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Lampiran 













FORMULIR RKT

LAMPIRAN I

INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

Tercapainya perencanaan, penganggaran Capaian perencanaan, penganggaran dan 100% PENUNJANG URUSAN 1. Perencanaan, Penganggaran, 

dan evaluasi kinerja perangkat daerah evaluasi kinerja perangkat daerah  PEMERINTAHAN DAERAH  dan Evaluasi Kinerja

yang baik PROVINSI Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan Input:

Perangkat Daerah - Jumlah dana yang tersedia Rp 174,097,452           147,085,574          84.48               APBD

Output:

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 3 3 100.00            

Outcome:

- Capaian dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100.00            

Impact:

- Pencapaian target perencanaan perangkat daerah % 100 100 100.00            

yang sesuai

Benefit:

- Perencanaan perangkat daerah berjalan dengan baik % 100 100 100.00            

sesuai dengan tujuan

- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Input:

RKA SKPD - Jumlah dana yang tersedia Rp 70,095,601             40,540,594            57.84               APBD

Output:

- Jumlah dokumen RKA SKPD dokumen 1 1 100.00            

Outcome:

- Capaian dokumen RKA SKPD % 100 100 100.00            

Impact:

- Terakomodirnya rencana kerja anggaran perangkat % 100 100 100.00            

daerah

Benefit:

- Lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai % 100 100 100.00            

perencanaan perangkat daerah

- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 7,799,727               7,702,635              98.76               APBD

Output:

- Jumlah DPA SKPD dokumen 1 1 100.00            

Outcome:

INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

BIDANG SEKRETARIAT

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)



INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

- Capaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD % 100 100 100.00            

Impact:

- Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana % 100 100 100.00            

perangkat daerah

Benefit:

- Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan % 100 100 100.00            

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Input:

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dana yang tersedia Rp 12,327,166             11,824,865            95.93               

Output:

- Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan 5 5 100.00            

Outcome:

- Capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 100 100 100.00            

Impact:

- Meningkatnya status perangkat daerah dalam penilaian % 100 100 100.00            

kinerja

Benefit:

- Status kinerja perangkat daerah dinilai baik % 100 100 100.00            

Tercapainya administrasi keuangan perangkat Capaian administrasi perangkat daerah 100% 2 Administrasi Keuangan Perangkat

daerah Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 3,801,818,660        3,514,751,105       92.45               

Output:

- Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN Bulan 12 12 100.00            

Outcome:

- Capaian gaji dan tunjangan ASN % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN % 100 100 100.00            

Benefit:

- Meningkatnya kesejahteraan ASN % 100 100 100.00            

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Input:

Keuangan Bulanan / Triwulan / - Jumlah dana yang tersedia Rp 85,566,000             14,229,000            16.63               

Semesteran SKPD Output:

- Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / laporan 18 18 100.00            

semesteran SKPD

Outcome:

- Capaian laporan keuangan bulanan / triwulan / % 100 100 100.00            

semesteran SKPD

Impact:

- Tertata dengan baiknya laporan keuangan bulanan / % 100 100 100.00            

triwulan / semesteran SKPD



INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

Benefit:

- Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan / % 100 100 100.00            

triwulan / semesteran SKPD

- Penyusunan pelaporan dan analisis Input:

prognosis realisasi anggaran - Jumlah dana yang tersedia Rp 5,999,800               5,999,800              100.00            

Output:

- Jumlah laporan dan analisis prognosis laporan 2 2 100.00            

Outcome:

- Capaian laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi % 100 100 100.00            

anggaran

Benefit:

- Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi % 100 100 100.00            

anggaran SKPD

Tercapainya administrasi kepegawaian Capaian administrasi kepegawaian perangkat 100% 3 Administrasi Kepegawaian Input:

perangkat daerah daerah Perangkat Daerah - Jumlah dana yang tersedia Rp 17,490,000             17,490,000            100.00            

- Peningkatan sarana dan prasarana Output:

Disiplin pegawai - Jumlah seragam olahraga untuk ASN pasang 50 50 100.00            

Outcome:

- Capaian seragam olahraga untuk ASN % 100 100 100.00            

Impact:

- Meningkatnya disiplin ASN % 100 100 100.00            

Benefit:

- Terlaksananya disiplin ASN dalam keikutsertaan olahraga % 100 100 100.00            

- Pendataan dan pengolahan Input:

Administrasi kepegawaian - Jumlah dana yang tersedia Rp 77,182,280             61,782,364            80.05               

Output:

- Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pendataan dan kab/kota 9 9 100.00            

pengolahan administrasi kepegawaian di kabupaten / kota

Outcome:

- Capaian pendataan dan pengolahan administrasi % 100 100 100.00            

kepegawaian dinas Dukcapil di kabupaten / kota



INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

Impact:

- Terdata dan terkelolanya administrasi kepegawaian % 100 100 100.00            

dinas Dukcapil di kabupaten / kota

Benefit:

- Terkelola dengan baik administrasi kepegawaian di tingkat % 100 100 100.00            

kabupaten / kota

- Sosialisasi peraturan perundang- Input:

undangan - Jumlah dana yang tersedia Rp 45,777,645             33,283,950            72.71               

Output:

- Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan orang 30 30 100.00            

perundang undangan

Outcome:

- Capaian sosialisasi peraturan perundang undangan % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersosialisasinya peraturan perundang undangan % 100 100 100.00            

administrasi kependudukan

Benefit:

- Terbentuknya pemahaman ASN terhadap peraturan % 100 100 100.00            

perundang undangan di bidang administrasi kependudukan

- Bimbingan teknis implementasi Input:

peraturan perundang-undangan - Jumlah dana yang tersedia Rp 44,615,326             -                             -                       

Output:

- Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi orang 25 25 100.00            

peraturan perundang undangan

Outcome:

- Capaian bimbingan teknis implementasi peraturan perundang % 100 100 100.00            

undangan administrasi kependudukan

Impact:

- Meningkatnya pemahaman ASN akan peraturan' % 100 100 100.00            

perundang-undangan

Benefit:

- Terbentuknya pemahaman ASN terhadap peraturan % 100 100 100.00            

perundang undangan di bidang administrasi kependudukan

Tercapainya administrasi umum Capaian administrasi umum perangkat 100% 4 Administrasi Umum Perangkat

perangkat daerah daerah Daerah

- Penyediaan bahan logistik kantor Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 90,662,571             83,744,019            92.37               

Output:

- Jumlah ketersediaan bahan logistik kantor Bulan 12 12 100.00            

Outcome:



INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

- Capaian ketersediaan bahan logistik kantor % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya bahan logistik kantor % 100 100 100.00            

Benefit:

- Terpenuhinya kebutuhan akan bahan logistik kantor % 100 100 100.00            

- Penyediaan barang cetakan dan Input:

penggandaan - Jumlah dana yang tersedia Rp 50,009,685             40,847,750            81.68               

Output:

- Jumlah barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 12 100.00            

kantor

Outcome:

- Capaian ketersediaan barang cetakan dan penggandaan % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan % 100 100 100.00            

Benefit:

- Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan % 100 100 100.00            

dan penggandaan

- Penyediaan bahan bacaan dan Input:

peraturan perundang-undangan - Jumlah dana yang tersedia Rp 9,927,500               8,805,000              88.69               

Output:

- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undanganbuku,exmplar 951 951 100.00            

Outcome:

- Capaian bahan bacaan dan peraturan perundang % 100 100 100.00            

undangan

Impact:

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang % 100 100 100.00            

undangan

Benefit:

- Terpenuhinya kebutuhan dan bahan bacaan dan peraturan % 100 100 100.00            

perundang undangan

- Fasilitasi kunjungan tamu Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 25,172,400             20,493,000            81.41               

Output:

- Jumlah makanan dan minuman untuk fasilitasi kunjungan kali 576 520 90.28               

tamu dan rapat kantor

Outcome:

- Capaian fasilitasi kunjungan tamu % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu % 100 100 100.00            

dan rapat kantor

Benefit:

- Terpenuhinya makanan dan minuman untuk kunjungan tamu % 100 100 100.00            



INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

dan rapat kantor

- Penyelenggaraan rapat koordinasi Input:

dan konsultasi SKPD - Jumlah dana yang tersedia Rp 894,100,200           626,857,953          70.11               

Output:

- Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi kali 106 97 91.51               

dan konsultasi SKPD

Outcome:

- Capaian rapat koordinasi dan konsultasi SKPD % 100 100 100.00            

Impact:

- Lancarnya koordinasi dan konsultasi SKPD % 100 100 100.00            

Benefit:

- Terkoordinasinya pelaksanaan tugas dengan pusat dan % 100 100 100.00            

daerah

Tercapainya pengadaan barang milik daerah Capaian pengadaan barang milik daerah 100% 5 Pengadaan Barang Milik Daerah

untuk menunjang urusan pemerintah daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan sarana dan prasarana Input:

gedung kantor atau bangunan lainnya - Jumlah dana yang tersedia Rp 768,183,400           755,935,700          98.41               

Output:

- Jumlah barang pengadaan sarana dan prasarana unit 96 96 100.00            

gedung kantor

Outcome:

- Capaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor % 100 100 100.00            

Impact:

- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana % 100 100 100.00            

gedung kantor

Benefit:

- Kelancaran tugas di kantor % 100 100 100.00            

Tercapainya penyediaan jasa penunjang Capaian penyediaan jasa penunjang urusan 100% 6 Penyediaan Jasa Penunjang

urusan pemerintahan daerah pemerintahan daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 9,666,800               4,816,000              49.82               

Output:

- Jumlah bulanan penyediaan jasa surat menyurat Bulan 12 12 100.00            

Outcome:

- Capaian penyediaan jasa surat menyurat % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya jasa surat menyurat % 100 100 100.00            

Benefit:

- Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa surat menyurat % 100 100 100.00            

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber Input:

daya air dan listrik - Jumlah dana yang tersedia Rp 90,570,000             77,534,134            85.61               



INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN
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TKT CAPAIAN 
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SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 
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KEGIATAN

URAIAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

Output:

- Jumlah penyediaan jasa komunikas, sumberdaya air dan Bulan 12 12 100.00            

listrik

Outcome:

- Capaian penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air % 100 100 100.00            

dan listrik

Impact:

- Tersedianya jaringan Wifi, air dan listrik % 100 100 100.00            

Benefit:

- Tertunjangnya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik % 100 100 100.00            

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 389,376,000           381,264,000          97.92               

Output:

- Jumlah ketersediaan kebutuhan akan tenaga kontrak Bulan 12 12 100.00            

Outcome:

- Capaian ketersediaan jasa tenaga kontrak % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya jasa tenaga kontrak untuk penunjang % 100 100 100.00            

pelayanan umum kantor

Benefit:

- Tertunjangnya pelayanan umum kantor % 100 100 100.00            

Tercapainya pemeliharaan barang milik Capaian pemeliharaan barang milik daerah 100% 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

daerah untuk menunjang urusan pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan

daerah  Daerah

- Penmyediaan jasa pemeliharaan, biaya Input:

pemeliharaan dan pajak kendaraan - Jumlah dana yang tersedia Rp 73,094,000             70,094,379            95.90               

perorangan dinas atau kendaraan dinas Output:

jabatan - Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Bulan 12 12 100.00            

dan pajak kendaraan dinas jabatan

Outcome:

- Capaian penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan % 100 100 100.00            

dan pajak kendaraan dinas jabatan

Impact:

- Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan % 100 100 100.00            

dan pajak kendaraan dinas jabatan

Benefit:

- Kendaraan dinas kantor terpelihara dengan baik % 100 100 100.00            

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Input:

pemeliharaan dan pajak dan perizinan - Jumlah dana yang tersedia Rp 44,412,000             -                             -                       

kendaraan dinas operasional atau Output:

lapangan - Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Bulan 12 0 -                       

dan pajak kendaraan operasional



INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI
URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)
INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 
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TKT CAPAIAN 
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RENCANA TKT 
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RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

Outcome:

- Capaian penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan % 100 0 -                       

dan pajak kendaraan operasional

Impact:

- Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan % 100 0 -                       

dan pajak kendaraan operasional

Benefit:

- Kendaraan dinas kantor terpelihara dengan baik % 100 0 -                       

 tugas perkantoran

- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Input:

kantor dan bangunan lainnya - Jumlah dana yang tersedia Rp 201,782,000           123,770,800          61.34               

Output:

- Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor paket 5 4 80.00               

Outcome:

- Capaian pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor % 100 100 100.00            

Impact:

- Tersedianya gedung kantor yang representatif % 100 100 100.00            

Benefit:

- Kelancaran tugas kantor % 100 100 100.00            

- Pemeliharaan / rehabilitasi sarana Input:

dan prasarana gedung kantor atau - Jumlah dana yang tersedia Rp 18,095,000             6,000,000              33.16               

bangunan lainnya Output:

- Jumlah sarana dan prasarana kantor gedung yang unit 21 14 66.67               

terpelihara

Outcome:

- Capaian pemeliharaan sarana dan prasarana gedung % 100 100 100.00            

kantor

Impact:

- Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor % 100 100 100.00            

dengan baik

Benefit:

- Sarana dan prasarana dapat digunakan dengan baik % 100 100 100.00            

7,007,821,213        6,054,852,622       



FORMULIR PKK

LAMPIRAN II

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PENUNJANG URUSAN 1. Perencanaan, Penganggaran, 

PEMERINTAHAN DAERAH  dan Evaluasi Kinerja

PROVINSI Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan Input:

Perangkat Daerah - Jumlah dana yang tersedia Rp 174,097,452       147,085,574        84.48 APBD

84.48

Output:

- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 3 3 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Input:

RKA SKPD - Jumlah dana yang tersedia Rp 70,095,601         40,540,594          57.84 APBD

57.84

Output:

- Jumlah dokumen RKA SKPD dokumen 1 1 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2021

BIDANG SEKRETARIAT

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

- Capaian dokumen RKA SKPD % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 7,799,727           7,702,635            98.76 APBD

98.76

Output:

- Jumlah DPA SKPD dokumen 1 1 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Input:

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Jumlah dana yang tersedia Rp 12,327,166         11,824,865          95.93 APBD

95.93

Output:

- Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDlaporan 5 5 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

2 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 3,801,818,660    3,514,751,105     92.45 APBD

92.45

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

Output:

- Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN Bulan 12 12 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian gaji dan tunjangan ASN % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Input:

Keuangan Bulanan / Triwulan / - Jumlah dana yang tersedia Rp 85,566,000         14,229,000          16.63 APBD

Semesteran SKPD 16.63

Output:

- Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / laporan 18 18 100.00

semesteran SKPD

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian laporan keuangan bulanan / triwulan / % 100 100 100.00

semesteran SKPD

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Penyusunan pelaporan dan analisis Input:

prognosis realisasi anggaran - Jumlah dana yang tersedia Rp 5,999,800           5,999,800            100.00 APBD

100.00

Output:

- Jumlah laporan dan analisis prognosis laporan 2 2 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

3 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

- Peningkatan sarana dan prasarana Input:

Disiplin pegawai - Jumlah dana yang tersedia Rp 17,490,000         17,490,000          100.00 APBD

100.00

Output:

- Jumlah seragam olahraga untuk ASN pasang 50 50 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian seragam olahraga untuk ASN % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Pendataan dan pengolahan Input:

Administrasi kepegawaian - Jumlah dana yang tersedia Rp 77,182,280         61,782,364          80.05 APBD

80.05

Output:

- Jumlah perjalanan dinas dalam rangka pendataan dan kab/kota 9 9 100.00

pengolahan administrasi kepegawaian di kabupaten / kota

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian pendataan dan pengolahan administrasi % 100 100 100.00

kepegawaian dinas Dukcapil di kabupaten / kota

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Sosialisasi peraturan perundang- Input:

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

undangan - Jumlah dana yang tersedia Rp 45,777,645         33,283,950          72.71 APBD

72.71

Output:

- Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan orang 30 30 100.00

perundang undangan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian sosialisasi peraturan perundang undangan % 100 100 100.00

perkantoran

- Bimbingan teknis implementasi Input:

peraturan perundang-undangan - Jumlah dana yang tersedia Rp 44,615,326         -                          0.00 APBD

0.00

Output:

- Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasiorang 25 0 0.00

peraturan perundang undangan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 0.00

Outcome:

- Capaian bimbingan teknis implementasi peraturan perundang% 100 0 0.00

undangan administrasi kependudukan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 0.00

4 Administrasi Umum Perangkat

Daerah

- Penyediaan bahan logistik kantor Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 90,662,571         83,744,019          92.37 APBD

92.37

Output:

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

- Jumlah ketersediaan bahan logistik kantor bulan 12 12 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian ketersediaan bahan logistik kantor % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Penyediaan barang cetakan dan Input:

penggandaan - Jumlah dana yang tersedia Rp 50,009,685         40,847,750          81.68 APBD

81.68

Output:

- Jumlah barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 12 100.00

kantor

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian ketersediaan barang cetakan dan penggandaan % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Penyediaan bahan bacaan dan Input:

peraturan perundang-undangan - Jumlah dana yang tersedia Rp 9,927,500           8,805,000            88.69 APBD

88.69

Output:

- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
buku/ex

mplar
951 951 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian bahan bacaan dan peraturan perundang % 100 100 100.00

undangan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Fasilitasi kunjungan tamu Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 25,172,400         20,493,000          81.41 APBD

81.41

Output:

- Jumlah makanan dan minuman untuk fasilitasi kunjungan kali 576 520 90.28

tamu dan rapat kantor

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 90.28

Outcome:

- Capaian fasilitasi kunjungan tamu % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Penyelenggaraan rapat koordinasi Input:

dan konsultasi SKPD - Jumlah dana yang tersedia Rp 894,100,200       626,857,953        70.11 APBD

70.11

Output:

- Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi kali 106 97 91.51

dan konsultasi SKPD

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 91.51

Outcome:

- Capaian rapat koordinasi dan konsultasi SKPD % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

5 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan sarana dan prasarana Input:

gedung kantor atau bangunan lainnya - Jumlah dana yang tersedia Rp 768,183,400       755,935,700        98.41 APBD

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

98.41

Output:

- Jumlah barang pengadaan sarana dan prasarana unit 96 96 100.00

gedung kantor

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

6 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 9,666,800           4,816,000            49.82 APBD

49.82

Output:

- Jumlah bulanan penyediaan jasa surat menyurat Bulan 12 12 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian penyediaan jasa surat menyurat % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber Input:

daya air dan listrik - Jumlah dana yang tersedia Rp 90,570,000         77,534,134          85.61 APBD

85.61

Output:

- Jumlah penyediaan jasa komunikas, sumberdaya air dan Bulan 12 12 100.00

listrik

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air % 100 100 100.00

dan listrik

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantorInput:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 389,376,000       381,264,000        97.92 APBD

97.92

Output:

- Jumlah ketersediaan kebutuhan akan tenaga kontrak Bulan 12 12 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

- Capaian ketersediaan jasa tenaga kontrak % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Penmyediaan jasa pemeliharaan, biaya Input:

pemeliharaan dan pajak kendaraan - Jumlah dana yang tersedia Rp 73,094,000         70,094,379          95.90 APBD

perorangan dinas atau kendaraan dinas 95.90

jabatan Output:

- Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Bulan 12 12 100.00

dan pajak kendaraan dinas jabatan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 100.00

Outcome:

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

- Capaian penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan % 100 100 100.00

dan pajak kendaraan dinas jabatan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Input:

pemeliharaan dan pajak dan perizinan - Jumlah dana yang tersedia Rp 44,412,000         -                          0.00 APBD

kendaraan dinas operasional atau 0.00

lapangan Output:

- Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Bulan 12 0 0.00

dan pajak kendaraan operasional

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 0.00

Outcome:

- Capaian penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan % 100 100 100.00

dan pajak kendaraan operasional

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Input:

kantor dan bangunan lainnya - Jumlah dana yang tersedia Rp 201,782,000       123,770,800        61.34 APBD

61.34

Output:

- Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor paket 5 4 80.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 80.00

Outcome:

- Capaian pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor % 100 100 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

- Pemeliharaan / rehabilitasi sarana Input:

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM

PRESENT

ASE 

PENCAPAI

AN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.URAIAN (Nama Kegiatan dan Sub 

Kegiatan)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

KEGIATAN

REALISASI

(2) (3)

dan prasarana gedung kantor atau - Jumlah dana yang tersedia Rp 18,095,000         6,000,000            33.16 APBD

bangunan lainnya 33.16

Output:

- Jumlah sarana dan prasarana kantor gedung yang unit 21 14 66.67

terpelihara

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output 66.67

Outcome:

- Capaian pemeliharaan sarana dan prasarana gedung % 100 100 100.00

kantor

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome 100.00

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input



FORMULIR PPS

LAMPIRAN III

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

SASARAN INDIKATOR SASARAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

(3) (4) (7) (8)

PENUNJANG URUSAN 1. Perencanaan, Penganggaran, 

PEMERINTAHAN DAERAH  dan Evaluasi Kinerja

PROVINSI Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya penyusunan Jumlah dokumen perencanaan dokumen 3 3 100.00 APBD

Perangkat Daerah dokumen perencanaan perangkat perangkat daerah

daerah

- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Terlaksananya koordinasi dan Jumlah dokumen RKA SKPD dokumen 1 1 100 APBD

RKA SKPD penyusunan dokumen RKA SKPD

- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPDTerlaksananya koordinasi dan Jumlah DPA SKPD dokumen 1 1 100 APBD

penyusunan DPA SKPD

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Terlaksananya koordinasi dan Jumlah lap[oran kinerja dan ikhtisar laporan 5 5 100 APBD

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi penyusunan laporan kinerha dan realisasi kinerja SKPD

Kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja DKPD

2 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah bulan penyediaan gaji dan bulan 12 12 100 APBD

tunjangan ASN

(2) (5) (6)(1)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2021

PROGRAM NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

REALI-

SASI

BIDANG SEKRETARIAT



SASARAN INDIKATOR SASARAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

(3) (4) (7) (8)(2) (5) (6)(1)

PROGRAM NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

REALI-

SASI

- Koordinasi dan penyusunan Laporan Terlaksananya koordinasi dan Jumlah laporan keuangan bulanan / laporan 18 18 100 APBD

Keuangan Bulanan / Triwulan / penyusunan laporan keuangan triwulan / semesteran

Semesteran SKPD bulanan / triwulan / semesteran

- Penyusunan pelaporan dan analisis Terlaksananya penyusunan dan Jumlah laporan prognosis realisasi laporan 2 2 100 APBD

prognosis realisasi anggaran analisis prognosis realisasi' anggaran

anggaran

3 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

- Peningkatan sarana dan prasarana Terlaksananya penyediaan sarana Jumlah pakaian olahraga pasang 50 50 100 APBD

Disiplin pegawai dan prasarana disiplin pegawai

- Pendataan dan pengolahan Terlaksananya pendataan dan Jumlah perjalanan dinas dalam rangka kab/kota 9 9 100 APBD

Administrasi kepegawaian pengolahan administrasi pendataan dan pengolahan 

kepegawaian administrasi kepegawaian di Dinas

Dukcapil kabupaten / kota

- Sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya sosialisasi peraturan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi orang 30 30 100 APBD

undangan perundang undangan peraturan perundang undangan

administrasi kependudukan

- Bimbingan teknis implementasi Terlaksananya bimbingan teknis Jumlah orang yang mengikuti orang 25 25 100 APBD

peraturan perundang-undangan implementasi peraturan perundang Bimbingan Teknis Implementasi

undangan administrasi kependudukanPeraturan perundang undangan

4 Administrasi Umum Perangkat

Daerah



SASARAN INDIKATOR SASARAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

(3) (4) (7) (8)(2) (5) (6)(1)

PROGRAM NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

REALI-

SASI

- Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan bahan logistik kantor bulan 12 12 100 APBD

- Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan bulan 12 12 100 APBD

penggandaan penggandaan penggandaan

- Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Jumlah kebutuhan koran dan
buku/ex

emplar
951 951 100

APBD

peraturan perundang-undangan peraturan perundang undangan buku peraturan perundang undangan

- Fasilitasi kunjungan tamu Tersedianya fasilitasi kunjungan Jumlah kebutuhan makanan dan bulan 12 12 100 APBD

tamu dan rapat kantor minuman untuk kunjungan tamu dan

rapat kantor

- Penyelenggaraan rapat koordinasi Terselenggaranya rapat koordinasi Jumlah perjalanan dinas dalam dan kali 106 97 91.51 APBD

dan konsultasi SKPD dan konsultasi SKPD luar daerah dalam rangka koordinasi

dan konsultasi SKPD

5 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan sarana dan prasarana Terlaksananya pengadaan sarana Jumlah unit barang pengadaan unit 96 96 100.00 APBD

gedung kantor atau bangunan lainnyadan prasarana gedung kantor

6 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat bulan 12 12 100 APBD

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa komunikasi, Jumlah kebutuhan jasa Wifi, air dan bulan 12 12 100 APBD

daya air dan listrik sumber daya air dan listrik kantor listrik



SASARAN INDIKATOR SASARAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

(3) (4) (7) (8)(2) (5) (6)(1)

PROGRAM NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

REALI-

SASI

- Penyediaan jasa pelayanan Tersedianya jasa pelayanan Jumlah kebutuhan jasa tenaga kontak bulan 12 12 100 APBD

umum kantor umum kantor kantor

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Penmyediaan jasa pemeliharaan, biayaTersedianya jasa pemeliharaan, Jumlah jasa pemeliharaan, bulan 12 12 100 APBD

pemeliharaan dan pajak kendaraan biaya pemeliharaan dan pajak biaya pemeliharaan dan pajak 

perorangan dinas atau kendaraan dinaskendaraan perorangan dinas atau kendaraan perorangan dinas atau 

jabatan kendaraan dinas jabatan kendaraan dinas jabatan

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Tersedianya jasa pemeliharaan, Jumlah jasa pemeliharaan, bulan 12 0 0 APBD

pemeliharaan dan pajak dan perizinanbiaya pemeliharaan dan pajak biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan dinas operasional atau dan perizinan kendaraan dinas dan perizinan kendaraan dinas 

lapangan operasional atau lapangan operasional atau lapangan

- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Terlaksananya pemeliharaan Jumlah kebutuihan pemeliharaan paket 5 4 80.00 APBD

kantor dan bangunan lainnya gedung kantor gedung kantor

- Pemeliharaan / rehabilitasi sarana Terlaksananya pemeliharaan Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana unit 21 14 66.67 APBD

dan prasarana gedung kantor atau sarana dan prasarana gedung dan prasarana gedung kantor

bangunan lainnya kantor



Formulir RKT

Lampiran  I

INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Terwujudnya pembinaan 14 kali PENCATATAN SIPIL 1 Pelayanan Pencatatan Sipil Input:

kabupaten/kota terkait - Jumlah dana yang tersedia Rp 101,030,000   79,309,400   78.50             APBD

pengambilan kebijakan Output: Kali 14 14 100.00           

administrasi kependudukan -

Outcome: % 100 100 100.00           

-

Impact: % 100 100 100.00           

- Meningkatnya  pelayanan dari aparatur 

dinas Dukcapil kabupaten/kota

bagi masyarakat

Benefit: % 100 100 100.00           

- Terwujudnya  dokumen administrasi

kependudukan yang dimiliki oleh 

masyarakat

30 2.

Orang Input:

Jumlah dana yang tersedia Rp 45,612,780     39,451,764   86.49             

Output: Orang 30 30 100.00           

Outcome: % 100 100 100.00           

Impact : % 100 100 100.00           

Benefit: % 100 100 100.00           

Aparatur dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil memahami tugas dan 

fungsi

Terlaksananya  bimbingan teknis 25 3

peningkatan kompetensi aparatur Orang Input:

kependudukan dan pencatatan Jumlah dana yang tersedia Rp 44,507,410     36,157,090   81.24             

sipil Output: Orang 25 25 100.00           

Outcome: % 100 100 100.00           

Impact : % 100 100 100.00           

Benefit: % 100 100 100.00           

Aparatur dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil memahami tugas dan 

fungsi

25 Orang Aparatur Disdukcapil 11 Kab/Kota 

mengikuti Bimbingan Teknis yang terkait 

dengan Pencatatan Sipil

Terwujudnya  Sistem Penataan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya  sosialisasi 

terkait pencatatan sipil

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan 

Aparatur di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil

30 Orang Aparatur dari Disdukcapil 11 

Kab/Kota mengikuti Sosialisasi yang berkaitan 

dengan bidang Pencatatan Sipil

Meningkatnya Sistem Penataan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya  Sistem Penataan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aparatur Dinas Dukcapil mengikuti 

bimbingan teknis yang terkait 

dengan pencatatan sipil

Pemberian Konsultasi 

Penyelenggaraan Pencatatan 

Bimbingan Teknis terkait 

Pencatatan Sipil

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelakanaan, 

Pemantauan, Evaluasi 

Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi di Dinas Dukcapil 

Kabupaten/Kota Bidang Pencatatan 

Sipil

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di 

Disdukcapil 11 Kab/Kota/Bidang Pencatatan 

Sipil sebanyak 14 Kali

Sinergitas dan Sinkronisasi Kebijakan 

Adminduk terkait bidang Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pencatatan 

Sipil di Provinsi

Sosialisasi terkait Pencatatan 

Sipil

Terlaksananya Sosialisasi yang 

berkaitan dengan Bidang 

Pencatatan Sipil

SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.INDIKATOR

(5)

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

PROGRAM URAIAN (Nama Sub Kegiatan)

BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

SASARAN

RENCANA 

TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN
REALI-             

SASI
URAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA



FORMULIR PPS

LAMPIRAN III

INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

Nama Sub Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran
Reali-

sasi

Presentase 

Pencapaian 

Rencana 

Tingkat 

Capaian 

(Target)

KET.

(3) (4) (5) (7) (8) (9)

PENCATATAN SIPIL 1. Pelayanan Pencatatan Sipil Terwujudnya penataan administrasi kali 14 14 100.00 APBD

kependudukan yang baik

2. Terwujudnya penataan administrasiorang 30 30 100.00 APBD

kependudukan yang baik

3 Terwujudnya penataan administrasiorang 25 25 100.00 APBD
kependudukan yang baik

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di 

Provinsi

Pemberian Konsultasi 

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi di Disdukcapil 11 

Kab/Kota/Bidang Pencatatan Sipil 

sebanyak 14 Kali

30 Orang Aparatur dari Disdukcapil 

11 Kab/Kota mengikuti Sosialisasi 

yang berkaitan dengan bidang 

25 Orang Aparatur Disdukcapil 11 

Kab/Kota mengikuti Bimbingan 

Teknis yang terkait dengan 

Pencatatan Sipil

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, 

Pelakanaan, Pemantauan, Evaluasi 

Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan 

Sipil

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

(1) (2)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2021

Program Nama Kegiatan

Rencana 

Tingkat 

Capaian 

(Target)

BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL



FORMULIR PKK

LAMPIRAN II

INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PENCATATAN SIPIL 1 Pelayanan Pencatatan Sipil Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 101,030,000    79,309,400  78.50 APBD

78.50

Output:

- Kali 14 14 100.00

100.00

Outcome:

- % 100 100 100.00

100.00

2 Input: Rp 45,612,780      39,451,764  86.49 APBD

Jumlah dana yang tersedia

Output:

orang 30 30 100.00

Outcome:

% 100 100 100.00

3 Input: Rp 44,507,410      36,157,090  81.24 APBD

Jumlah dana yang tersedia

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

KEGIATAN

30 Orang Aparatur dari Disdukcapil 11 Kab/Kota 

mengikuti Sosialisasi yang berkaitan dengan bidang 

Pencatatan Sipil

Meningkatnya Sistem Penataan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

REALISASI

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Disdukcapil 

11 Kab/Kota/Bidang Pencatatan Sipil sebanyak 14 Kali

Sinergitas dan Sinkronisasi Kebijakan Adminduk 

terkait bidang Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pencatatan 

Sipil di Provinsi

Pemberian Konsultasi 

Penyelenggaraan Pencatatan 

Sipil

(2)

Bimbingan Teknis terkait 

Pencatatan Sipil

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelakanaan, 

Pemantauan, Evaluasi 

Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2021

 BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL

PROGRAM

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

URAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA SATUANURAIAN (Nama Sub Kegiatan)



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(2)

Output:

orang 25 25 100.00

Outcome:

% 100 100 100.00

25 Orang Aparatur Disdukcapil 11 Kab/Kota mengikuti 

Bimbingan Teknis yang terkait dengan Pencatatan 

Sipil

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur 

di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome



FORMULIR PKK

LAMPIRAN II

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

(1) (4) (5) (6) (7) (8)

PENDAFTARAN PENDUDUK 1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 81,600,000    55,614,400    68.15 APBD

68.15

Output:

- Kali 11 11 100.00

100.00

Outcome:

- % 100 100 100.00

100.00

2 Input :

- Jumlah dana yang tersedia Rp 92,440,000    73,048,000    79.02 APBD

79.02

Output :

- Kali 18 18 100.00

100.00

Outcome :

- % 100 100 100.00

100.00

3 Input :

Jumlah dana yang tersedia Rp 45,612,945    - - APBD

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Sosialisasi terkait pendaftaran 

penduduk

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Fasilitasi terkait pendaftaran 

penduduk

(2) (3)

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait 

Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya Fasilitasi KTP-el di Kab/Kota 

sebanyak 18 Kali

KET.
URAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA 

TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

REALISASI

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2021

BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

PROGRAM

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

URAIAN (Nama Sub Kegiatan)

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di 

Disdukcapil 11 Kab/Kota/Bidang Pendaftaran 

Penduduk

Sinergitas dan Sinkronisasi Kebijakan Adminduk 

terkait Pendaftaran Penduduk

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Meningkatnya pelaksanaan penerbitan KTP-el di 

Provinsi 



(1) (4) (5) (6) (7) (8)(2) (3)

KET.
URAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA 

TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

REALISASI

KEGIATAN

PROGRAM

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

URAIAN (Nama Sub Kegiatan)

Output:

- orang 30 - -

Outcome:

- % 100 100 100.00             

4 Input :

- Jumlah dana yang tersedia Rp 44,500,395    17,504,300    39.34 APBD

39.34

Output :

- Terlaksananya pembinaan Orang 25 25 100.00

penyelenggaraan administrasi kependudukan

100.00

Outcome :

- % 100 100 100.00

100.00Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Bimbingan Teknis terkait 

Pendaftaran Penduduk

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan 

Aparatur di bidang Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome



FORMULIR PPS

LAMPIRAN III

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

NAMA SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
REALI-

SASI

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PENDAFTARAN PENDUDUK 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya fasilitasi Kali 11 11 100.00 APBD

distribusi blanko KTP-el 

di kabupaten/kota

2. Terlaksananya pembinaan dan Kali 18 18 100.00 APBD

sosialisasi penyelenggaraan

administrasi kependudukan

3 Terlaksananya rapat koordinasi - Orang 30 - - APBD
data pemilih dan pendampingan 

kesiapan dinas dukcapil dalam

pemilukada serentak tahun2020

4 Terlaksananya rapat koordinasi Terlaksananya pembinaan Orang 25 25 100.00 APBD

data pemilih dan pendampingan 

kesiapan dinas dukcapil dalam

pemilukada serentak tahun2020

Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi di Disdukcapil 11 

Kab/Kota/Bidang Pendaftaran 

Penduduk

Terlaksananya Fasilitasi KTP-

el di Kab/Kota sebanyak 18 

Kali

penyelenggaraan administrasi 

kependudukan

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait 

Pendaftaran Penduduk

Penyelenggaraan Pendaftaran 

Penduduk

Fasilitasi terkait pendaftaran 

penduduk

Sosialisasi terkait pendaftaran 

penduduk

Bimbingan Teknis terkait 

Pendaftaran Penduduk

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pendaftaran 

Penduduk

(1) (2)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2021

PROGRAM NAMA KEGIATAN

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK



FORMULIR RKT

LAMPIRAN I

INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11)

Terlaksananya fasilitasi 11 Kali PENDAFTARAN PENDUDUK 1. Input:

distribusi blanko KTP-el - Jumlah dana yang tersedia Rp 81,600,000      55,614,400    68.15            APBD

di kabupaten/kota Output: kali 11 11 100.00          

-

Outcome: % 100 100 100.00          

-

Impact: % 100 100 100.00          

- Terfasilitasi distribusi blanko KTP-el 

secara baik didaerah bagi masyarakat

Benefit: % 100 100 100.00          

Meningkatnya pelayanan KTP-el bagi

masyarakat pada kabupaten/kota

18 Kali 2 Input: Rp 92,440,000      73,048,000    79.02            APBD

- Jumlah dana yang tersedia

Output: kali 18 18 100.00          

-

Outcome:

- % 100 100 100.00          

Impact: % 100 100 100.00          

- Terfasilitasi distribusi blanko KTP-el 

secara baik didaerah bagi masyarakat

Benefit: % 100 100 100.00          

- Meningkatnya pelayanan KTP-el bagi

masyarakat pada kabupaten/kota

30 orang 3 Input: Rp 45,612,945      -                -                APBD

- Jumlah dana yang tersedia

Output: orang 30 - -

- -

Terlaksananya fasilitas 

distribusi blanko KTP-

el di Kabupaten/Kota

Terlaksananya Fasilitasi KTP-el di Kab/Kota 

sebanyak 18 Kali

Meningkatnya pelaksanaan penerbitan KTP-el di 

Provinsi 

Terlaksananya fasilitas 

distribusi blanko KTP-el 

di Kabupaten/Kota

Terlaksananya fasilitas 

distribusi blanko KTP-

el di Kabupaten/Kota

Terlaksananya fasilitas 

distribusi blanko KTP-el 

di Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Sosialisasi terkait 

pendaftaran penduduk

BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

SASARAN

RENCANA 

TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN REALISASIURAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.INDIKATOR

(5) (6)

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

PROGRAM
URAIAN (Nama Sub 

Kegiatan)

Sinergitas dan Sinkronisasi Kebijakan Adminduk 

terkait Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya 

monitoring dan evaluasi 

di Dinas Dukcapil 

Kabupaten/Kota Bidang 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Fasilitasi terkait pendaftaran 

penduduk

Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Penyusunan Pelaporan 

Adminduk terkait 

Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di 

Disdukcapil 11 Kab/Kota/Bidang Pendaftaran 

Penduduk



(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11)

SASARAN

RENCANA 

TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN REALISASIURAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA SATUAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.INDIKATOR

(5) (6)

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

PROGRAM
URAIAN (Nama Sub 

Kegiatan)

Outcome:

- % - - -

Impact: % - - -

- -

Benefit: % - - -

-

Terlaksananya 

pembinaan dan 
Terwujudnya penataan 25 orang 4 Input: Rp 44,500,395      17,504,300    39.34            APBD

sosialisasi penyelenggaraanadministrasi kependudukan - Jumlah dana yang tersedia

administrasi kependudukanyang baik Output: orang 25 25 100.00          

- Terlaksananya pembinaan

penyelenggaraan administrasi kependudukan

Outcome: % 100 100 100.00          

-

Impact: % 100 100 100.00          

- Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya

kepemilikan dokumen kependudukan

Benefit: % 100 100 100.00          

Meningkatnya pelayanan dokumen 

administrasi kependudukan

-

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Bimbingan Teknis terkait 

Pendaftaran Penduduk

Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan 

Aparatur di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil



FORMULIR RKT

LAMPIRAN I

 
INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11)

Terlaksananya Kegiatan Terwujudnya Penataan 11 Kali 1. Input : Rp 80,100,000        53,463,900    66.75              APBD

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Jumlah dana yang tersedia

Administrasi Kependudukan yang baik

Output : kali 11 11 100.00            
  - Termanfaatnya data kependudukan

untuk keperluan OPD

Outcame : % 100 100 100.00            

- Terkelolanya administrasi kependudukan

yang baik serta meningkatnya peran
 dan fungsi dokumen kependudukan

Impact : % 100 100 100.00            

- Ketersediaan database untuk 

perencanaan pembangunan daerah

Benefit : % 100 100 100.00            

- Terlaksananya pemanfaatan data

kependudukan bagi OPD pengguna

Terlaksananya koordinasi Terwujudnya Penataan 30 Orang 2. Input: Rp 45,612,700        18,931,500    41.50              APBD

kebijakan  kependudukan Administrasi Kependudukan - Jumlah dana yang tersedia

yang baik Output: orang 30 30 100.00            

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

untuk meningkatkan tertib administrasi,

pelaksanaan dan penyelenggaraan

kebijakan kependudukan di daerah

Outcome: % 100 100 100.00            

- Meningkatnya tertib administrasi, 

pelayanan dan penyelenggaraan

kebijakan kependudukan di daerah

Impact: % 100 100 100.00            
 - Meningkatnya koordinasi 

penyelenggaraan administrasi

kependudukan antara pusat dan daerah

Benefit: % 100 100 100.00            

- Tertata penyelenggaraan administrasi 

kependudukan yang baik

Terlaksananya penyusunan profilTerwujudnya Penataan 30 Orang 3. Input: Rp 36,188,875        31,562,140       87.22              APBD

 kependudukan Administrasi Kependudukan - Jumlah dana yang tersedia

yang baik Output: orang 30 30 100.00            

- Terlaksananya pemanfaatan data

kependudukan Provinsi

Outcome: % 100 100 100.00            

- Tersusunnya buku data kependudukan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2021

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN
REALI-              

SASI

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.INDIKATOR

BIDANG PENGOLAHAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

(5) (6)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

PROGRAM URAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA SATUAN
URAIAN (Nama Sub 

Kegiatan)

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN

Penataan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Penyusunan Pelaporan 

Adminduk terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Penyelenggaraan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi

Sosialisasi terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan

Penyelenggaraan 

Pemanfaatan Data 

Kependudukan



(1) (2) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11)

SASARAN

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KEGIATAN

URAIAN
REALI-              

SASI

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

KET.INDIKATOR

(5) (6)

RENCANA TKT 

CAPAIAN 

(TARGET)

PROGRAM URAIAN (Nama Kegiatan) INDIKATOR KINERJA SATUAN
URAIAN (Nama Sub 

Kegiatan)

PENGELOLAAN Penataan Pengelolaan Penyusunan Tata Cara Impact: % 100 100 100.00            

- Ketersediaan database untuk perencanaan

pembangunan daerah

Benefit: % 100 100 100.00            

- Tersedianya buku  profil perkembangan 

penduduk dan buku data kependudukan

tingkat Provinsi

Terwujudnya Penataan 25 orang 4 Input: Rp 44,501,476        17,722,750    39.83              APBD

Administrasi Kependudukan - Jumlah dana yang tersedia

yang baik Output: orang 25 25 100.00            

-

Outcome: % 100 100 100.00            

-

Impact: % 100 100 100.00            

-

Benefit: % 100 100 100.00            

-

120 buah 5 Penyediaan profil Input: Rp 149,110,541       122,681,063  82.28              APBD

- Jumlah dana yang tersedia

Output: buah 120 120 100.00            

-

Outcome: % 100 100 100.00            

-

Impact: % 100 100 100.00            

-

Benefit: % 100 100 100.00            

- Meningkatnya pelayanan dokumen 

administrasi kependudukan

PROGRAM 

PENGELOAAN 

PROFIL 

Penyediaan data 

kependuddukan provinsi

Terlaksananya 

pembuatan buku profil 

dan data 

kependudukan tingkat 

provinsi

Terlaksananya buku 

profil dan data 

kependudukan

Tersedianya Buku Profil dan Buku 

Data Kependudukan Tingkat Provinsi 

Maluku sebanyak 120 Buah

Terwujudnya Database 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Maluku

Meningkatnya pemahaman terkait 

pengelolaan administrasi 

kependudukan dan pendayagunaan 

data

Meningkatnya pelayanan dokumen 

administrasi kependudukan

Terlaksananya 

pembinaan pengelolaan 

informasi administrasi 

kependudukan dan 

pendayagunaan data 

kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

Provinsi

Bimbingan Teknis terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi 

Kependudukan dan 

Pendayagunaan Data 

Kependudukan

Meningkatnya Pengetahuan dan 

Ketrampilan Aparatur di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Bimtek bagi aparatur 

Disdukcapil

Meningkatnya pemahaman terkait 

pengelolaan administrasi 

kependudukan dan pendayagunaan 

data



FORMULIR PPS

LAMPIRAN III

INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

NAMA SUB KEGIATAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I.

PENGELOLAAN 

INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN

1.

Penataan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Kegiatan 

Pengelolan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan

Terwujudnya penataan 

administrasi kependudukan 

yang baik

Kali 11 11 100.00            APBD

2.

Penyelenggaraan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi

Sosialisasi terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

Terlaksananya pengelolaan 

informasi administrasi 

kependudukan

Terwujudnya penataan 

administrasi kependudukan 

yang baik

Orang 30 30 100.00            APBD

3.

Penyelenggaraan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi

Penyelenggaraan Pemanfaatan 

Data Kependudukan

Terlaksananya pengelolaan 

informasi administrasi 

kependudukan

Terwujudnya penataan 

administrasi kependudukan 

yang baik

Orang 30 30 100.00            APBD

4

Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

Provinsi

Bimbingan Teknis terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan 

Pendayagunaan Data 

Kependudukan

Terlaksananya pembinaan 

dan pengawasan 

pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan

Terwujudnya penataan 

administrasi kependudukan 

yang baik

Orang 25 25 100.00            APBD

5
Penyediaan profil 

kependudukan

Penyediaan data 

kependuddukan provinsi Terlaksananya pengelolaan 

informasi administrasi 

kependudukan

Terwujudnya penataan 

administrasi kependudukan 

yang baik

Buah 120 120 100.00            APBD

(1) (2)

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2020

PROGRAM NAMA KEGIATAN

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

BIDANG PENGOLAHAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

REALISASI



FORMULIR PKK

LAMPIRAN II

INSTANSI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI MALUKU

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Input : Rp 80,100,000      53,463,900     66.75 APBD

- Jumlah dana yang tersedia

66.75

Output:

- Termanfaatnya data kependudukan untuk kali 11 11 100.00

keperluan OPD

100.00

Outcame :

- Terkelolanya administrasi kependudukan yang baik serta % 100 100 100.00

meningkatnya peran dan fungsi dokumen kependudukan

2. Input: Rp 45,612,700      18,931,500     41.50

- Jumlah dana yang tersedia APBD

41.50

Output:

- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk orang 30 30 100.00

 meningkatkan tertib administrasi, pelaksanaan dan

penyelenggaraan kebijakan kependudukan di daerah

 100.00

Outcome:

- Meningkatnya tertib administrasi, pelayanan dan % 100 100 100.00

penyelenggaraan kebijakan kependudukan di daerah

100.00

3. Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 36,188,875      31,562,140     87.22 APBD

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

INDIKATOR KINERJA SATUAN

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

(2)

KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2020

PROGRAM

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.

BIDANG PENGOLAHAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

REALISASIURAIAN (Nama Kegiatan)

PENGELOLAAN INFORMASI 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN

URAIAN (Nama Sub Kegiatan)

Penataan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

Penyusunan Tata Cara 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pemantauan, Evaluasi, 

Pengendalian dan Penyusunan 

Pelaporan Adminduk terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Penyelenggaraan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi

Sosialisasi terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

Penyelenggaraan Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan Provinsi

Penyelenggaraan Pemanfaatan 

Data Kependudukan



(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

INDIKATOR KINERJA SATUAN

(2)

KEGIATAN

PROGRAM

PRESENTASE 

PENCAPAIAN 

RENCANA 

TINGKAT 

CAPAIAN 

(TARGET)

KET.RENCANA 

TKT CAPAIAN 

(TARGET)

REALISASIURAIAN (Nama Kegiatan) URAIAN (Nama Sub Kegiatan)

87.22

Output:

- Terlaksananya pemanfaatan data orang 30 30 100.00

kependudukan Provinsi

100.00

Outcome:

- Tersusunnya buku data kependudukan % 100 100 100.00

100.00

4 Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 44,501,476      17,722,750     39.83 APBD

39.83

Output:

- Terlaksananya Bimtek bagi aparatur Disdukcapil orang 25 25 100.00

100.00

Outcome:

- % 100 100 100.00

100.00

5 Input:

- Jumlah dana yang tersedia Rp 149,110,541    122,681,063   82.28 APBD

82.28

Output:

- buah 120 120 100.00

100.00

Outcome:

- % 100 100 100.00

100.00
 

Penyediaan profil 

kependudukan

Penyediaan data 

kependuddukan provinsi

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Terwujudnya Database Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi Maluku

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Tersedianya Buku Profil dan Buku Data 

Kependudukan Tingkat Provinsi Maluku sebanyak 

120 Buah

Bimbingan Teknis terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan 

Pendayagunaan Data 

Kependudukan

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja output

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcome

Kependudukan Provinsi

Pembinaan dan Pengawasan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

Provinsi

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan 

Aparatur di bidang Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil

Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja input
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